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ABSTRAK 

ADE AFRILLA/ 1205830/ 2012 : Peranan Luaran Manajer, 

Kepuasan Masyarakat, dan 

Pengaruhnya terhadap Kepercayaan 

Masyarakat dalam Pelayanan 

Pemerintah Bidang Kesejahteraan 

Sosial di Kabupaten Pasaman Barat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peranan luaran 

manajer dan kepuasan masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat dalam 

pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Pasaman Barat.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan asosiatif. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert 

dengan lima alternatif jawaban. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik regresi sederhana dan berganda dengan bantuan program 

SPSS versi 20. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh hubungan masing-masing variabel 

yaitu peranan luaran manajer berpengaruh terhadap kepercayaan secara signifikan 

(17%), kepuasan masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan secara signifikan 

(2%), dan secara simultan peranan luaran manajer & kepuasan berpengaruh secara 

signifikan (17,7%). 

Kata kunci: Peranan, Luaran, Manajer, Kepuasan, Kepercayaan, Masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Problematika pelayanan publik di Indonesia masih sangat memprihatinkan, 

pelayanan publik yang disediakan dan dipraktekkan dilapangan masih jauh dari 

standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat 

dibuktikan berdasarkan berita yang dilansir dari situs antaranews.com 

(13/01/2015), bersumber dari keterangan  asisten bidang pengawasan 

Ombudsman, untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat disepanjang tahun 2014 

terjadi peningkatan laporan pelanggaran pelayanan publik sebanyak 80% (delapan 

puluh persen) dari 144 kasus ditahun 2013, yakni dengan total sebanyak 237 

kasus. Lebih lanjut dijelaskan oleh Covesia.com (15/12/2014) bahwa laporan 

pelanggaran pelayanan publik dari bulan Januari sampai pertengahan Desember 

tahun 2014, peringkat tiga besar kota/kabupaten yang mengalami kasus tertinggi 

di wilayah Sumatera Barat yaitu Kota Padang dengan 143 laporan berada 

dipuncak, Kota Pariaman berada diurutan kedua dengan 12 laporan, dan 

Kabupaten Pasaman Barat dengan 10 laporan berada diurutan ketiga. Menariknya, 

diantara 3 (tiga) pemuncak daftar laporan pelanggaran pelayanan publik ini yaitu 

Kabupaten Pasaman Barat, masuk kategori daerah tertinggal menurut Peraturan 

Presiden Nomor 131 Tahun 2015. 
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 Selanjutnya menurut antaranews.com (17/09/2015) untuk tahun 2015 

sepanjang Januari sampai September, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima 165 laporan pelanggaran 

pelayanan publik dengan rincian terdapat 73 pengaduan yang telah terselesaikan 

termasuk 58 kasusnya telah ditutup dan terbukti merugikan masyarakat. Walaupun 

secara kuantitas ada penurunan tingkat pelanggaran pelayan publik dari tahun 

2014 ke bulan September tahun 2015, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi 

patokan bahwa pelayanan publik telah mengalami perbaikan.  

 Masyarakat seharusnya aktif bertindak sebagai pihak yang dirugikan oleh 

disorientasi pelayanan publik yang saat ini masih dipratekkan. Menurut Deputi 

Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KEMENPAN-RB) Mirawati Sudjono (antara.com, 13/01/2015), 

“Kadang masyarakat terlalu pemaaf ketika menerima pelayanan publik yang jelek 

tidak mau melaporkan, padahal itu perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi dan 

perbaikan”. Sikap yang sulit untuk melaporkan pelayanan publik yang bermasalah 

dan  mau saja menerima perlakuan tersebut akan melestarikan budaya pelayanan 

publik yang buruk. Muara dari pelayanan publik yang buruk ini adalah kepada 

masyarakat sendiri. 

 Evaluasi dan perbaikan pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan 

bagi pelayanan publik pada saat sekarang ini. Pelayanan publik yang berkualitas 

tidak akan pernah didapat jika masyarakat masih ditempatkan sebagai “pelayan” 
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dan bukan yang “dilayani”. Pemerintah yang didirikan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat perlu diberi pelayanan yang terbaik bukan hanya 

melakukan pelayanan negara terlebih hanya melayani kepentingan birokrat. 

Dalam tujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan untuk menciptakan 

pelayanan publik yang optimal, Osborne dan Plastrik (Lijan, 2011: 4) berpendapat 

bahwa pemerintahan milik masyarakat. Pemerintah milik masyarakat artinya 

pemerintah harus memberikan wewenang fungsi pengontrolan dan pengawasan 

kepada masyarakat. Cara yang dilakukan ialah dengan mengadakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan demikian akan tercipta 

pelayanan publik yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam pemecahan 

masalah. 

 Keberhasilan  pelayanan publik yang demikian akan dicapai jika birokrasi 

mampu melakukan reformasi pelayanan publik dimana terjadinya perubahan dan 

perkembangan birokrasi dengan semakin cepat. Marquardt (Juni & Adam, 2011 : 

1) menjelaskan perubahan dan perkembangan yang terjadi dengan kata-kata 

sebagai berikut : 

1. The world is at an accelarating rate. 

2. Life, society and economics are becoming ever more complex. 

3. Jobs are disappearing at as unprecontended rate. 

4. It is age of uncertainly and the past is less and a guide to the future, we 

have learn, if you don‟t learn you don‟t change, if you don‟t change you 

die. 
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 Pernyataan diatas seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah dalam 

melakukan reformasi birokrasi pelayanan publik, terutama dalam menyiapkan 

aparatur birokrasi agar tidak melakukan maladministrasi pelayanan publik. Para 

aparatur pelayan publik cenderung menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan 

publik dengan hanya mengerjakan tugas pokok dan rutin yang dibebankan kepada 

mereka saja. Pekerjaan pelayanan publik yang sebenarnya dari aparatur birokrasi 

adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima yang 

menurut Sinambela (2011 : 6) tercermin dengan adanya: 1) Transparansi; 2) 

Akuntabilitas; 3) Kondisional; 4) Partisipatif; 5) Kesamaan hak; 6) Keseimbangan 

hak dan kewajiban. 

 Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima merupakan kewajiban 

negara untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar warga negara. 

Ombudsman Republik Indonesia (2013 : i) menyatakan bahwa Undang-Undang 

Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara demi mencapai kesejahteraan. Kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi dalam pelayanan sektor publik tersebut menurut Dasman Lanin dan Adil 

Mubarak (2010 : 2) meliputi : 

1. Pelayanan pendidikan dasar dan menengah oleh dinas pendidikan dan 

pengajaran. 

2. Pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan. 

3. Pelayanan sosial kesejahteraan oleh dinas sosial dan tenaga kerja. 
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 Pelayanan sektor publik yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar 

pelayanan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan 

yang menjadi pedoman pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana isinya menjelaskan mengenai 

pelayanan publik yang efektif dan efisien sehingga menciptakan pelayanan prima 

terhadap masyarakat. 

 Dengan mengacu kepada peraturan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, 

agar tercapai pelayanan publik prima dengan landasan kepuasan masyarakat (public 

satisfaction). Maka dilakukan penelitian oleh Dasman Lanin, Yasril Yunus, dan 

Karjuni Dt.Maani (2013) mengenai pelayan publik yang memuaskan di suatu kota 

(Padangpanjang) dan penelitian Karjuni Dt. Maani (2015) bahwa teori yang 

dikembangkan oleh Thomson & Mori (2004) dan Vigoda and Gadot (2006), dimana 

telah menemukan tujuh (7) faktor penentu yang dapat dijadikan prediktor kepuasan 

masyarakat dalam model yang mereka konsepkan. Tujuh (7) faktor penentu kepuasan 

masyarakat dalam konsep pelayanan publik tersebut berupa : 

1. Penyampaian/ penyerahan (delivery) 18,8% 

2. Waktu (timeliness) 14,5% 

3. Informasi (information provision) 8,8% 

4. Profesionalisme (Professionalism) 8,4% 

5. Sikap Staf (Staff Attitude) 9,5% 

6. Politik Internal Organisasi (intern organization politic) 0,4% 

7. Peranan Luaran Manajer (external manager role) 7,9% 

  Ketujuh faktor di atas penentu bagi pelayanan publik yang memuaskan dan 

berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dari setiap faktor tersebut memiliki 
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nilai persentase kontribusi yang berbeda dalam penentuan kepuasan sehingga 

mempengaruhi kepercayaan publik. 

  Pengukuran tingkat kepuasan untuk menentukan hasil penerapan pelayanan 

publik dengan memakai model kepuasan diskonfirmasi. Model kepuasan 

diskonfirmasi (Dasman Lanin dan Adil Mubarak, 2010 : 3) merupakan suatu cara 

penentuan kepuasan dengan melihat kesenjangan antara prestasi aktual (sebenarnya) 

dengan prestasi yang diharapkan. Dalam model ini melihat ketidaksesuaian dari 

perbandingan harapan (H) dan kinerja (K) dengan menghasilkan nilai tertentu. 

Perbandingan harapan dan kinerja tersebut adalah sebagai berikut, (1) jika K < H, 

maka berlaku diskonfirmasi negatif (negative disconfirmation) yang menimbulkan 

ketidakpuasan (dissatisfaction), (2) jika K > H, maka berlaku diskonfirmasi positif 

(positive disconfirmation) yang menimbulkan sangat puas (very satisfactory atau 

delight) dan (3) jika K = H, maka berlaku konfirmasi (confirmation) yang kadang-

kadang menimbulkan kepuasan (satisfaction) dan kadang-kadang tidak puas 

(dissatisfaction). 

 Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kepuasan serta kepercayaan 

masyarakat dalam pelayanan publik disuatu tempat, organisasi, dan atau instansi, 

maka model kepuasan diskonfirmasi dapat digunakan bersamaan dengan tujuh (7) 

faktor penentu kepuasan pelayanan masyarakat yang telah dikonsepkan sebelumnya. 

Penggunaan dari setiap faktor penentu kepuasan dapat dipilih sesuai dengan fokus 

kajian yang ingin kita teliti, karena setiap faktor penentu kepuasan mempunyai nilai 

kontribusi tersendiri. 
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  Didalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan faktor prediktor 

kepuasan yaitu peranan manajer, dengan mengkaji permasalahan pelayanan publik di 

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang termasuk kedalam tiga besar kasus 

pelanggaran pelayanan publik di tahun 2014 seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Bidang pelayanan dasar yang ingin diteliti adalah pelayanan bidang 

sosial kesejahteraan dikarenakan menurut amanat UUD Tahun 1945 dalam Pasal 34 

ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

martabat kemanusiaan”. Ditambah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 131 

tahun 2015 yang disahkan pada 4 November 2015 bahwa Pasaman Barat merupakan 

salah satu dari tiga daerah tertinggal di Sumatera Barat. Lebih lanjut, dalam pasal 2 

ayat 1 peraturan presiden (Perpres) tersebut berisi kriteria yang menjadi acuan sebuah 

daerah disebut tertinggal yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibiltas, dan karakteristik 

daerah. 

 Teori peranan manajer Mintzberg menurut Dasman Lanin (2014 : 114) jika 

dipandang dalam perspektif peranan maka, peranan manajer ini dapat dikelompokkan 

ke dalam dua kelompok, yaitu peranan internal terkait dengan hubungan manajer 

dengan pegawai, yang melahirkan kepuasan kerja (job satisfaction) dalam 

pekerjaannnya, dan peranan eksternal terkait dengan hubungan manajer dengan 

warga negara yang dapat melahirkan kepuasan warga (citizen satisfaction). Sehingga 
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untuk faktor peranan manajer, yang digunakan adalah peranan luaran (eksternal) 

manajer. 

 Oleh karena hal tersebut, maka penulis mendapatkan permasalahan yang perlu 

untuk dikemukakan dengan cara melakukan penelitian mengenai “Peranan Luaran 

Manajer, Kepuasan Masyarakat, dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan 

Masyarakat dalam Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial di 

Kabupaten Pasaman Barat”. 

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut: 

a. Pelayanan publik yang dipraktekkan dilapangan masih jauh dari standar yang 

telah ditetapkan! 

b. Tingginya kasus pelanggaran pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat! 

c. Pelaporan pelanggaran pelayanan publik oleh masyarakat masih rendah! 

d. Aparatur pelayanan publik masih “dilayani” bukan yang “melayani” 

masyarakat! 

e. Pengontrolan dan pengawasan  disorientasi pelayanan publik oleh masyarakat 

belum bisa secara optimal! 

f. Reformasi birokrasi masih belum terlaksana, terutama aparatur sebagai aktor 

maladministrasi pelayanan publik! 
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g. Aparatur pelayan publik sebatas melaksanakan tugas yang menjadi beban 

kerja! 

h. Adanya 3 (tiga) kebutuhan dasar masyarakat yang perlu dipenuhi dalam 

pelayanan publik! 

i. Penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

pelayanan sektor publik harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 

25 Tahunn 2009! 

j. Terdapat 7 (tujuh) faktor penentu sebagai predikor kepuasan pelayanan 

publik! 

k. Faktor penentu kepuasan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam 

pelayanan publik!. 

2. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang didapat dari penelitian ini memang tidak sedikit, oleh 

sebab itu penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan berfokus kepada 

peranan luaran manajer yang merupakan faktor yang menentukan kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan publik, dan pengaruhnya terhadap kepercayaan 

masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis 

memformulasikan hal yang menjadi persoalan penelitian dalam bentuk rumus sebagai 

berikut. 

a. Apakah terdapat pengaruh variabel peranan luaran manajer terhadap 

kepercayaan masyarakat dalam pelayanan pemerintah bidang 

kesejahteraan sosial di Pasaman Barat? 

b. Apakah terdapat pengaruh variabel kepuasan terhadap kepercayaan 

masyarakat dalam pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial di 

Pasaman Barat?  

c. Apakah terdapat pengaruh variabel peranan luaran manajer dan kepuasan 

secara simultan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan 

pemerintah bidang kesejahteraan sosial di Pasaman Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup kajian, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a.  mengetahui pengaruh variabel peranan luaran manajer terhadap 

kepercayaan masyarakat dalam pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan 

sosial di Pasaman Barat; 
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b.  mengetahui pengaruh variabel kepuasan terhadap kepercayaan masyarakat 

dalam pelayanan pemerintah bidang kesejahteraan sosial di Pasaman Barat; 

c.  mengetahui pengaruh variabel peranan luaran manajer dan kepuasan secara 

simultan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pelayanan pemerintah 

bidang kesejahteraan sosial di Pasaman Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

  Berikut  manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 

pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan 

pengaruh peranan luaran manajer, kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial yang diadakan Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Manfaat Praktis, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi: 

a. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam upaya menciptakan pelayanan 

publik yang prima terhadap masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten 

Pasaman Barat; 

b. Masyarakat, dalam memahami faktor-faktor penyebab timbulnya kepercayaan 

publik dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial khususnya di 

Kabupaten Pasaman Barat. 


